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SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

in.

: 1.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jnsa pemerintah secara integrasi dan terpadu perlu
menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam,;

bahwa agar pelaksanaan pengadann  barang/jasa  di
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang scbagian
atau seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanjn  Dacrah
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing schat,
transparan, adil, akuntabel dan tertib administrasi sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan pada huruf b, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Dacrah Kota Pagar Alam tentang
Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar Republik

Indonesia Nomor 3851);
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0,

pentuka?®
Undang-Undang Nomor 8 Tahun ! |mlum"‘|"
Kota Pagar Alam  (Lembaran  Negar "”“Nrmn- l\'vlml;llk
Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Indonesin Nomor 41 15);

a1l
2001 tentani Ien)

; wl
, (nfprmi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ¢ ninvp

dan  Transaksl  Elektronik  (Lembamn  Negort
Indonesin Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan e
Negara Republik indonesin Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang l’t‘luymmll
Publik (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintnh
Dacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapn  kall,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 ‘Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

mbatatt

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) Sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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18,
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Peraturan  Presiden  Nomor 10 Tahun ’2013.
Pengadann  Barang/Jasa Pemerintah ("""""" .
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ) BebAS 2021
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahut .10
Tentang Perubahan atas Peraturan  Presidan Nomot ah
Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasi pemerint l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo¢
03);

Peraturan  Presiden  Nomor 17 ‘Tahun 2023 tentnng
Percepatan  Transformasi  Digital di  Bidang Pengadna®
Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);

Peraturan Menterd Pendayagunann Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional  Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor
1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Pagar
Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016
Nomor 8), Scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pagar Alam ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Nomor 3);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

) mllll“
19 Pernturan Wall Kota Nomor 32 Tahun 2010 tentt! | (;::"uwll
Penyelenggaman Standar Pelayanan Publik dl LK
Pemerintah Kot Pagar Alam, -
200 Peraturan Wall Kota Nomor 56 Tahun 2021 (el

| wertin
Kedudukan, Susunan Organiwasl, Tugas dan FFungs ey
"
Tatn Kerja Sekretariat Daerah Kotn Pagar Alam
Daerah Kota Pagar Alam Tahan 2021 Nomor 50);

MEMUTUBKAN ;

Standar Operasional Prosedur pada Baglan Pengadaan Barang

dan Jasa Sckretarint Dacrah Kota Pagar Alam scbhagnimana

tercantum  pada  Lampiran yang merupakan baglan tdak

terpisahkan dari Keputusan ini,
Standar Operasional Prosedur sehagnimana dimaksud diktum

Kesatu  merupakan scrangkaian  instruksi

tertulis  yang
dibakukan  mengenai

berbagai  proses  penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sckretariat Dacrah Kota Pagar Alam,

Biaya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dacrah Kota Pagar Alam

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Pagar Alam,

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal V3 Jonwari gpaq

a.n. Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

JRANO FAHLESI
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PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP : 16 Tahwl 3034
Tanggal Pembuatan : |3 Januari 2024
Tanggal Revisl H
Tangga(JEfektif : [FJanuar 2024
Disahkan Oleh :
'Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR

dto

Rano Fahlesi

Nama SOP : SOP PEMBINAAN PELAKU USAHA

Dasar Hudum Kualifikasl pelak
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. KA UKPBJ: Penanggungjawab keglatan
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Memiliki kemampuan mengkonsolidasikan, memonitoring dan memahami pembinaan pelaku usaha
Pergadaan Banang/)asa Permenintah; 2. KasubagLPSE:
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35 Mempunyal kemampuan mengkoordinasi dan mengevaluasi data dan melakukan srahan tentang
Tahun 2012 tentang Standard Operasional Administrasi Pemerintah; pembinaan pelaku usaha
4. Peraturan Lembaga Kebjakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku 3. Timpembinaan
Unit Kerja Pengacaan Barang/lasa. Mempunyal kemampuan dalam hal pembinaan pelaku usaha dan memahami proses pelaksanaan
S.  Peraturan Kepala LXPP Nomor 1 Tahun 201S tentang e-tendering pengadaan barang dan Jasa.
6. Permen PANRS No.35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Penjel Sirghat - Peral /periengkapan :
1 Prosecur ini menckup proses pembinaan pelaku usaha pelaksanaan pendampingan kepada Penyedia maupun Pelaku 1. Tempat sosialisasi
Usshe 2. Komputer
Tufuan : P dan Pend s
1 Prosecur ini bertujuan sebagal standard pembinaan pelaku usaha/penyedia untuk meningkatkan ketersediaan dan
tapabiitas pefaku usaha dalam rangka mensukseskan visi misl dan program kerja
Peringatan : Definlsl :

1 Pelaksanaan Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2 Segata bentuk penyimpangan atas mutu baku terialt perlengiapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus di pertanggung jawablan oleh pelaksana.

Keteriaitan ©

1 SOP Pencatatan Kinerja Penyedia
2 SO? Rekrutment Penyedia
3 SOP Pembinaan Pelaku Usaha
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STANDARD OPERATING PROSEDUR
PEMBINAAN PELAKU USAHA

NO Aktivitas Pelaksanaan MUTU BAKU KETERANGAN
KA UKPBJ | Kasubag LPSE | Tim Pendataan Perlengkapan Waktu Output
dan Analisis
1 Rapat Review dokumen perencanaan analisis 2Jam Notulen hasil rapat
ketersediaan pelaku usaha dilakukan analisis Mulal |
kebutuhan pembinaan
2 Melakukan ekskalasi permasalahan dan menyusun SIRUP maupun SIKAP, 2 hari Dokumen data pelaku
dokumen perencanaan program pembinaan 2 usaha
3 Membuat dokumen strategi perencanaan 3 hari Dokumen strategi
pembinaan pelaku usaha 3 pembinaan palaku
usaha
4. Melaporkan hasil dokumen perencanaan kepada Ka Dokumen strategi S menit
UKPBJ dan mengusulkan untuk diberikan pembinaan a pembinaan
berdasarkan dokumen strategi pembinaan
S. KA UKPBJ memberikan arahan bagi tim pembinaan \ 2 60 menit
untuk melaksanakan program pembinaan sesual 5
dokumen perencanaan
6. Menyusun jadwal dan undangan bagi pelaku usaha 180 menit Jadwal pembinaan
J 6 maupun undangan
<
7. Melakukan sosialisasi dan memberikan arahan bagi ~
tim Pembina pelaku usaha untuk melakukan 7
pembinaan atau soslalisasl
a. Pembinaan bagl pelaku usaha yang dikenal saksl 180 menit Pendampingan oleh
daftar hitam maupun yang berkinerja buruk maupun ab,c helpdesk LPSE
yang dikenai saksi daftar hitam
b. Pembinaan bagi pelaku usaha baru 180 menit
c J Pembinaan pelaku usaha bagl pelaku usaha yang 180 menit
pasif
Proses pendampingan selesal. Tim Pembinaan 1 hari Dokumen hasil laporan

g

melaporkan hasil pembinaan kepada KA UKPBJ lewat
Kasubag LPSE

‘[ Selesal

pembinaan
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NOMOR SOP 16 _Tahun 23029
TANGGAL PEMBUATAN : [J# Januari 2024
TANGGAL REVISI s
TANGGAL REVISI 4
TANGGAL EFEKTIF : | I?#Januari 2024
DISAHKAN OLEH : _Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAG LAM
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM dto
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
sop Rano Fahlesi
NAMA SOP MANNEMRESIKO PENGADAAN BARANG JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Peraturan Pemernintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian | 1  Pemilik Resiko (PA, PPK, = Memiliki kemampuan mengelola resiko dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari
Intern Pemerintah (Lembaran Kepala Bagian PBJ, Pokja) identifikasi, analisis, response, monitoring dan control
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran | 2 Ka UKPBJ . Memiliki kemampuan mengkonsilidasikan, monitoring, control dan evaluasl atas resiko-
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); resiko utama yang dikelola oleh pemilik resiko dan melakukan langkah-langkah strategis
2 mn:‘:resd:fsl ;lo:ng ;’athug 202;. ten!;‘n; P;;uba:/jn at;s Peel'r:'ttga; jika diperlukan
n mor ahun entan, e an ran lasa Pemerin > . ji
e Lembaga Kebijakan Penga da‘a pt B‘;‘; ne/sasa Pemerintah Nomor 14 3 Sekretaris Daerah Asisten : Kemanlnpua: rnenelta'pkan kelt:ja:aln pengelo[laanI resiko serta melakukan pengawasan
3 Iahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik ) atas seluruh pengelolaan resiko dalam organ'sas
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) 4 Komite Etik / Clearing :  Kemampuan menyusun kebijakan, mensosialisasikan dan memberikan bimbingan/
House bantuan kepada para pelaku dalam mengimplementasikan pengeloaan resiko
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1 Kriteria dampak dan probabilitas
2 SOP Persiapan pengadaan barang/jasa 2 Formatidentifikasl resiko
3 SOP pemilihan pengadaan barang/jasa 3 Format analisis resiko .
4 SOP pelaksana kontrak 4 Format rencana penanganan resiko
S SOP pengelolaan penyedia 5 Format pelaporan
6 Format konsolidasi
RINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksanaan pertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang tela dilakukan 1 Copy berkas-berkas terkait pengelolaan resiko dicatat dan ditata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas
kearsipan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota pagar alam
Bekas-berkas terkait penyiapan pengelolaan resiko dicatat dan ditata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas

| P
1

2

dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategonkan sebagal bentuk kegagalan yang harus

2

kearsipan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota pagar alam

dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
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PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO STRATEGIS PBJ

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMIUK RE;SIKD (PA, | Tim 'Pen:elolaan KOMITE ETIK/ s
PPK, Kepala Baglan Kelembagaan o
PRI, POKIA UKPBJ (Sekda/ CI;.'E::ISREIG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan Assisten) i
Mendapatkan penugasan pelaksanaan 1 harl Mengacu kepada
target kinerja (tujuan strategis) l mulai penugasan untuk
program kerja (tupoksi) paket melaksanakan sebuah
pengadaan maupun penugasan khusus paket pengadaan
{proses)
Melakukan analisis resiko awal beserta Dokumen resiko S hari Identifikasi resiko
informasi lainnya sesuai dengan 2
penugasan
Melakukan analisis resiko atas setiap s vDokumen resiko | 3 harl Analisis resiko
yang telah didentifikasi identifikasi resiko
3 vKriteria dampak
dan probabilitas

Menindaklajuti hasil analisis ¥ Risk Tolerance
a. Jika perfu ditangani lebih lanjut, b

maka akan disusun rencana 4

penanganannya
b. Jika tidak perfu ditangani karena I a

masuk ke batas yang di tolerir
Menetapkan peringkat resiko, skala Dokumen analisis | 2 harl Analisis resiko
prioritas penanganan dan analisis 5 resiko terbarui
penyebab |
Menyusun rencana penanganan atas y Dokumen analisis | 3 hari Renacana
setiap resiko sesuai dengan skala 6 resiko terbaharul penanganan
prioritas dan penyebab
Melaksanakan eksekusi atas setiap Y Dokumen 4 hari Pemantauan dan
rencana penanganan 7 rencana pengendalian

penanganan resiko
l resiko
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Melakukan analisis resiko ulang

8 J Laporan 4 hari Pemantauan dan
setelah dilakukan penanganan 8 pelaksanaan pengendalian
‘ I rencana resiko
penanganan
9 Menyusun dan menyampaikan laporan 2 hari Laporan
atas setiap aktifitas dalam E: pemantauan dan
pengendalian resiko 9 pengendalian
T resiko
10 | Melakukan analisis dan konsolidasi ¥ Laporan 1hari Laporan VDinyatakan selesal jika
\ laporan pengelolaan resiko 10 pemantauan dan konsolidasi an sudah masuk ke area yang
pengendalian catatan hasil bisa ditolerir atau event
resiko analisis resikonya sudah lewat
11 Menindaklanjuti hasil analisis dan - Laporan 1 hari Disposisi hasll VDinyatakan selesail jika
konsolidasi pengelolaan resiko | konsolidasi analisis sudah masuk ke area yang
a. Jika tidak perlu dieskalasi namun hasil analisis bisa di tolerir atau lewat
perlu dilanjutkan pengelolaannya /l;\ - Risk tolerance event resikonya sudah
sampal dapat dinyatakan selesal lewat
b. Jikatidak perlu dieskalasi ke Vlanjutan penanganan
komite etik/clearing house dan resiko akan mengulang
status resiko dapat ditolerir proses nomor 2 atau 3
¢ Jika perlu dieskalasi ke komite 11.b
etik/clearing house untuk
mendapat keputusan
12 | Melaukan analisis atas pengajuan Disposisi hasil 2 hari Disposisi
eskalasi dan pengambilan keputusan 12 analisis keputusan
13 | Menindaklajuti hasil analisis dan ] - Laporan 1 hari
konsolidasi pengeloaan resiko jika . konsolidasi
perlu penanganan lanjutan oleh 13 dan catatan
pemilik resiko dan jika status resiko hasil analisis
dapat di tolerir - Risk tolerance
14 | Mendokumentasikan seluruh laporan Laporan 1 hari Dokumen pustaka
dar.u melakukan pemutkahiran pustaka pengelolaan resiko yang
resiko resiko

terbaharuil
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